
  
 
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA  

NOMOR 49 TAHUN  2022 

TENTANG 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGKA 

TAHUN 2021-2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan 

ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Rencana 
Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tahun 2021-

2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)       

Undang-Undang Darurat 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan            
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Peraturan Presiden Nemor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 

Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pesiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presien Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi 
dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93); 

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1196); 

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1481); 

12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman 

Modal  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 
387); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN 

MODAL KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021-2025. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan  Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati  adalah Bupati Bangka. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah.  

5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat 
DINPMP2KUKM  adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik 
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di Daerah.  

7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka, yang selanjutnya 

disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal 
Kabupaten Bangka untuk yang berlaku sampai dengan tahun 2025. 

  BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan 

dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang dan pedoman 
umum kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal. 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan penyusunan 
kebijakan terkait dengan optimalisasi peluang Penanaman Modal dapat 
berjalan efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) Sistematika RUPMK meliputi : 

a. Pendahuluan: 

1. Latar Belakang; 

2. Landasan Hukum; 

3. Tujuan dan Sasaran; 

4. Ketentuan Umum; 

5. Kerangka Kerja dan Metodologi; 

6. Landasan Pendekatan; dan 

7. Sistematika Penulisan.  

b. Asas dan Tujuan: 

1. Konsepsi Dasar; 

2. Asas; 

3. Tujuan dan Manfaat. 

c. Visi dan Misi: 

1. Visi; 

2. Misi; dan 

3. Tujuan dan Sasaran. 

d. Arah dan Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bangka. 

e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK 

f. Pelaksanaan. 
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(2) Uraian lebih lanjut Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Penyusunan kebijakan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Penanaman 
Modal yang didukung oleh Perangkat Daerah teknis terkait dan dapat ditinjau 
kembali paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.  

 

Pasal 5 

Penyusunan RUPMK mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung serta penetapan prioritas pengembangan sesuai 
dengan potensi Daerah.  

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan  Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 
 

Ditetapkan di Sungailiat 

pada tanggal 22 Juli 2022 

BUPATI BANGKA, 

 
Cap/dto 

 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 

pada tanggal 22 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 49 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

 

SRI ELLY SAFITRI, SH 
PEMBINA IVa 
NIP. 19741008 200501 2 007 

 


